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baliwa dc;nlgan ditetapkannyn Paraturan Dadrah Marmor 20 Tatwn 1997 tentang Reribusi Deaerdh
sebagai Pelaksangan Undang -{ndang Nowtor 18 ‘Tabun 1997 tettang Pajak Dastah | make
Retribusi Penyedotan Kakus merupakan jemis Remribusl Dasmeh Tingkat [ Asahan

babwa dengan diurdangkannya Updang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pomerintah
Daerah dan Keputusan Prosiden Ri.:puﬁlik Indonesia Nomor 44 Tabun 1999 tentang Tekmk
Penwvnsunan Peraturan Perundang - Undangan dan Bantyk Bancangun Umdang - Undang |
Kancangan Peraturan PMemenintaban den Rancangan Kepytusan Presiden dippndang periu
melakukan perubaban dan penyesuatan Peraturyn Dacrab Kabupaten Asdhan

bahwa unluk mentungul Relcibusi scbagaiihana dimaksud haral " b " periu diretapkan dalam
suatu Peratunan Diersch.

ngingal
Undang-Undang Momor 7 Tahun 956 temtang Pembeotukan Dasrgh OQionom habupaten-
Kabupaien Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Ulara ( Lembacan Negara Tahun 1956

MNomor 58 )

Undang-Undang Nomer |8 Tahun 1997 tentang Pajak Daerab dan Retribusl Dagrah { Lembaran
Negara Republik Indoncsia Tahun 1997 Nomor41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685 ).

LUndang-Undang Nomoer 22 Tahun 1999 tentang Pemerintaban Dasuab ( Lenibaran Negara
Republik Indonesia Tahun (999 Namor 61) )

Perstucan Pemerinlah Nomor 20 Tahua 1997 terwang Repribusi Daerah ( Lembaran Négara
Tahun 1997 Nomar 55 Tambahan Lembaran Negara Noynor 3692 ).



Kepulusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 (ahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan
Peraturan Perundang-1Jndangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang , Rancangan Peraturan
Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden

Keputusan Menleri Dalam Negen Nomor 84 Tahun 1993 tentang Peraturan Daerah dan
Peraturan Daerah Perubahan.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan
Meraturan Daerah .

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 {entang Pedoman Tata Cara
Pemungutan Retribusi Pacrah.
Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ASAHAN
NOMOR 09 / SK / DPRD / 2000

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERATURAN DAERAIL  KABUPATEN ASAHAN TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAII NOMOR 14 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI PENYEDOTAN
KAKUS DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT 11 ASAHAN |

BAB |
RETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ind yang dimaksud dengan

Pemerintah Pacrah adalab Pemerintah Kabupaten Asahan.

Kepala Daerah Kabupaten adatah Pemerintah Kabupaten Asahan.
Dinas l’cndapalm;l)aemh adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Asahan.
Kas Daerah adalah Kas Dacrah Kabupaten Asahan,

Dacrah adalah Kabupaten Asahan,

Bendaharawan Khusus Pencrima adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada Kanlor Dinas
Pendapatan Kabupaten Asahan.

Pejabat yagn ditunjuk adalabh Pejabat yang diberi tugas tertentu dibidang Retnibusi sesuai
dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Wajib Retribusi adalah vrang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan
Retribusi diwajibkan untuk  melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau
pemotong Retribusi tertcntu



m

L4

Retribusi Daerah vang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai
pembayaran alas Jasa atau Pemberian Izin tertentu yang Khusus disediakan dan atau dibeni oleh
Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan Hukum

Jasa adalah Pemenntah Dacrah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang fasilitas
atau kemanfuatan lainnva vang dapat dinikimati orang pribadi atau Badan.
Jasa Usaha adalah jasa vang disediakan oleh Pemenntah Daerah menganut Prinsip komersial

karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh Sektor Swasta,

Surat Ketetapan Retribusi Dacrah yvang sclanjutnya disingkat SKRD adalah Keputusan yang
menentukan besarnya jumlnh Retribusi yang 1erutang.

Surat Ketetapan Retribusi Dacrah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah
Keputusan yang menenlukan besarmmya jumlah Retnibusi yang terutang , jumlah kekurangan
pembayaran pokok retribusi | besamya sanksi Adinimistrasi dan jumlah yang harus dibayar,
Surat Ketetapan Retribusi Dacrah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat
SKRDKBT adalah Keputusan vang menentukan tambahan alas jumlah Retribusi vang telah
ditetapkan,
Sural Tagihan Retnibusi Dacrah yang selamjuinya disingkat STRD adalah Surat untuk
melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi Administrasi berupa bunga atau denda.
BAR I
NAMA OBJEK DAN SUBJEK

Pasal 2

Dengan nama Retnbusi Penvedotan kakus dipungut Retribusi atas 1asa pelayanan penyedotan
kakus.

Pasal 3

Ob)ek Retribusi adalah setap jasa pelayanan penyedotan kakus.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pnbadi atau Badan yang menggunakan / memanfaatkan jasa
penyedotan kakus.

BAB 1
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Rembusi Penyedotan kakus termasuk Golongan Retribusi jasa usaha



BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal &
Tingkat penggunaan jasa Reiribusi Penvedotan Kakus diukur berdasarkan volume penyedetan,

BAB V

PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN
BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7
Prinsip Penclapan Tarf{ Retribusi Penvedotan kakus adalah biaya administrasi , penvedotan |

pembuangan | pengadaan ¢/ perawatan dan biaya pembinaan.

Pasal 8

(1) Struktur besarnya Retribus ditetapkan sebagain berikut

Sepoick Tank ukuran O MU - 2 WA Rp. 30.000,-
Septick Tank ukuran diatas 2 M3 - 4 M3 Rp. 60.000.-
Septick Tank ukuran diatas 4 M3 - 6 M3 Rp. 90,000 -
Septick Tank ukuran dunas 6 M3 - 8 M3 Rp.  120.000-
Septick Tank ukuran diatas 8 M3 - 10 M3 Rp. 150.000 -
Diatas tiap 10 M3 dikenakan biaya tambahan Rp. 15.000,- / M3

(2) Untuk penvedotan kakus diluar Kota Kisaran dikenakan biaya tambahan administrasi Rp
1.500,- / Km.

B4 ALE VI
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 9
{1} Retribusi dipungut dengan menggunakan Sural Kartu Retribusi Daerah (SKRD).
(2) Hasil Pungutan Retribusi scbagaimana dimaksud dalam pasal § Peraturan Daerah ini disetor ke
Kas Daerah
BAB Vi
WILAYAH PEMLUNGUTAN
Pasal 10

Wilayah Pemungutan Retmbusi adalah Kabupaten Asahan



BaB Vi
SANKS! ADMINISTRASI

Pasal 11|

Dalam hal wajih Retribust idak membayar tepat pada waktunya atau kurang membavar , dikenakan
sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % ( dua persen ) setiap bulan dari besarnya Retribusi
vang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Dacrah.

BABR IX
TATA CARA PEMBAYARAN

IPasal 12

(1) Kepala Dacrah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran Retribusi yang
terutang paling lama 30 { tiga puluh ) han sctelah tanggal terutang,

(2) SKRI> | SKRDKB |, SKRDKBT |, STRD | Kepulusan pembetulan , Keputusan Keberatan dan
Putusan banding vang menyebabkan jumlah retribusi yvang harus dibayar bertambah | harus
dilunasi dalam jangka wakio pabing lama | satu ) bulan sejak tanggal diterbitkannya surat
terscbhut,

{3) Kepala Dacrab atas permobonan wanb Retribusi dapat memberikan persetujuan kepada wajib
rerfibusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi dengan dikenakan bunga 2 % (
dua persen | setiap bulan dengan catatan | persyaratan yang ditentukan telah terpenuhi,

(4) Tata cara pembayaran tempal pembavaran penundaan pembayaran retribusi | diatur dengan
Keputusan Kepala Daerab
BAB X
IATA CARA PENAGIHAN
Pasal 13
{1} Retribusi vang terutang berdasarakan SKRD | SKRDKB |, SKRDKBT | STRD | Keputusan
pembetulan | Keputusan keberatan dan putusan banding yang tidak atau kurang dibayar oleh
waib retribusi pada waktunva dapat ditagih dengan surat paksa,
(2) Penagiban Retribusi dengan Surat Paksa dilnksanakan berdasarkan Peraturan Perundang -
Undangan vang berlaku
BAR XI
KADALIARSA
Pasal 14
(1) Penagihan Retribusi , Kadaluarsa setelah melampaw jangka waktu 3 ( tiga ) tahun terhitung

scjak saat terutangnyva Rewnibusi | kecuali apabila wajib Retribusi melakukan tindak pidana
dibidang Retribusi



(2) Kadaluwarsa penagihan Retnibusiscbagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tertangguh apabila
a. Diterbitkan Surat 1egoran dan Surat Paksa atau

b Ada pengakuan wiang Retrnibusi dari wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung .

BADB Xl

FATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG
RETRIBUSI YANG KADALUARSA

Pasal 15

{1) Pimang Retribusi yvang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk metakukan penagihan
sudah kadaluwarsa dapat dihapus.

(2) Kepala Daerah menetapkan Keputusan penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah
kadaluarsa sehagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini.

BAB Xl
PENGAWASAN
Pasal 1&

Kepala Daerah menunjuk Pejabat tertentu untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan
Peraturan Dacrah im

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA
Pasval 17
Pelanggaran terhadap ketentuan - ketentsan dalam Peraturan Daerah ini | diancam pidana

kurungan paling lama ¢ ciun ) bulan aww denda paling banyak Rp. 5.000.000 - { lima juta
rumah ),

BAR XV
PENYIDIKAN
Pasal 18
{1) Pejabat Pegawai Negen Sipil tertentu dilingkungan Pemerintahan Daerah , diben wewenang
khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak Pidana dibidang Retribust Daerah

sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana.

0



(2) Wewenang penyvidik <chagannana damaksud pada ayat (1) pasal ini adalah

a.

n

h.

Menerima , mencar . mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan
dengan tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut
menjadi lebih lengkap dan jelas.

Meneliti | mencan dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan
tentang kebenaran pembuatan yvang dilakukan schubungan dengan tindak Pidana Retribusi.

Meminta keterangan dan bahan bukti dan orang pribadi atau badan sehubungan dengan
tindak Pidana dibidang Reinbusi Daerah.

Memeriksa buku - buku |, catatan - catalan | dan dokumen - dokumen lain berkenaan dengan
tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah

Melakukan pengeledaan untuk imendapat bahan bukt pembukuan |, pencatalan dan dokumen
serta melakukan penvitaan terhadap bukt tersebut.

Meminta bantuan tenaga ahb dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak Pidana
dibidang Retribusi 1acrah

Menyuruh berhenti . melarang sescorang memnggalkan ruangim'atau tempat pada saat
pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang

dibawa sebagaimana drmaksud pada huruf "¢ ™.
Memolret seseorang viang berkaitan dengan tindak Pidana Retribusi Daerah,

Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
Menghentikan penvidikan,

Melakukan tindakan lain vang perlu untuk kelancaran Penyidikan tindak Pidana dibidang
Retribusi Daerah menurut Hukum vang dapat dipertanggung jawabkan.

(3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal im memberitahukan di_mulain}'a
penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum | sesuai dengan
ketentuan yang diatur dalam Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana

BAB XVi
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Dacrah ini, maka Peraturan Daerah Nomorl4 Tahun 1998 tentang
Retribusi Penyedotan Kakus di Kabupaten Asahan dinyataka dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 20

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Dacrah ini sepanjang mengenai pelaksanaan akan
diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah



Pasal 21
Peraturan [acrah il mulu berlaku puda tanggal diundangkan,

At setip grang dapat mengetahoninya memerintahkan pengundangan Peraturan Dacrab inidengan
mengiypathanayva dadim §anbaan Docral Kabupaten Asahan

Disahkon di Kisaran
Pada tanggal 10 Mei 2000

BUPATI ASAHAN
Cap/ dio
RISUDDIN

Drundunpghan G Kisaran
Pl tnpgal 11 bl 2006
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